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ABSTRAK

Kemajuan teknolog komunikasi khususnya dalam dunia online sudah
digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik.
Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah tindak penipuan dengan
mengatasnamakan bisnis online, yang menawarkan berbagal macam produk
penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Untuk mendapatkan
keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-
norma hukum yang berlaku. Berdasarkan hal-hal tersebut Penulis melakukan

nelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder
berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, untuk menjawab permasalahan
hukum dalam skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui
bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online yang
t telah memenuhi unsur unsur dalam ketentuan hukum pidana yang

dilakukan tersebu
terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikenakan

ketentuan pasal 378 KUHP. Tetapi oleh karena ketentuan pasal 378 KUHP, ancaman
pidananya terlalu ringan maka aparat kepolisian juga menggunakan Undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang [nformasi dan Transaksi Elektronik, yaitu ketentuan pasal 28
ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan pasal 45 A ayat
(1). Dalam pelaksanaan penegakan hukum dan untuk menegaskan sanksi atau
ancaman hukumannya digunakan pasal 45 A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016. Maka
daripada itu pelaku dapat dikenakan pasal berlapis. [alu dalam penegakan hukum
pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online masih banyak ditemukan
hambatan antara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan untuk bukti digital, adanya
perbedaan pendapat dari para penegak hukum sendiri maupun tingkat kemampuan

dari penyidik serta kesadaran dan perhatian dan masyarakat.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Bisnis Online, Penipuan
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j. Tergadinya tindak pidana penipuan media elektronik dipengaruh berbagai
faktor antara lain faktor ekonomi, lingkungan, sosial budaya, mudahnya
melakukan kejahatan tersebut dan kareng masyarakat yang mudah tertipu
daya

2 Perlindungan dan penegakan hukum dalam transaks;/ jual beli online (e-

erce) terhadap konsumen telah diatur secara jelas di dalam pasal 28
ayat (1) Undang — Undang 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah oleh

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari UU

~ po. 19 tahun 2019 tersebut, tertulis ketentuan pemerintah untuk menegaskan

sanksi kasus cybercrime yang ada pada pasal 45 A ayat (1) UU No.19 Tahun

-

pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan
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